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 The Covid-19 pandemic has had an impact on economic changes in Indonesia. 

Therefore, this study aims to analyze more deeply related to the post-pandemic 
community empowerment strategy in the perspective of the defense economy 

in Indonesia. This study collaborated with ten participants through a 
qualitative approach. Data collection was carried out with a 95-minute Focus 

Group Discussion to review data related to post-pandemic economic changes 
and community empowerment strategies. In-depth interviews were conducted 

to obtain information related to the planning and development of the post-
pandemic defense economy. The interview technique was conducted face-to-

face and there were five participants. The interviewees included one 

community empowerment strategist, two defense economists and two 
representatives of non-governmental organizations. The duration of time 

required for in-depth interviews ranges from 65-90 minutes for one participant. 
The results of this study indicate the process of ratification of community 

empowerment and economic recovery efforts in Indonesia. In addition, 
planning and development of the post-pandemic defense economy. This 

research has implications for community development through processes and 
actions that can increase community empowerment after the pandemic 
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Pendahuluan 

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini memberikan dampak terhadap 

kondisi perekonomian yang krisis. Upaya pemerintah di dunia dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-
19 menyebabkan banyak usaha kecil dan korporasi berkurang serta mengalami kebangkrutan. Menurut 
Arredondo et al. (2021), peristiwa pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat pengangguran sebesar 14,7% 
memuncak pada bulan April di tahun 2021. Menurut laporan yang diterbitkan oleh International Monetary 
Fund (IMF) pada tahun 2020, krisis ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 mungkin telah 
membatasi tingkat pertumbuhan ekonomi dunia menjadi -3, pada tahun 2020 (Junfeng et al., 2022). Disisi 

lain, pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut pasca pandemi Covid-19, termasuk upaya vaksinasi. 
Namun, sejumlah hambatan terus menimbulkan risiko bagi perekonomian. Hal ini dikarenakan pandemi 
Covid-19 tetap menjadi risiko terbesar bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas perekonomian, tidak hanya di 
dalam negeri tetapi juga secara global (Fu et al., 2020; Siregar et al., 2021). Oleh sebab itu, pemberdayaan 

masyarakat menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir resiko dari pendemi Covid-19 yang berdampak 

pada kesehatan masyarakat dan perekonomian. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam 
pembangunan terus berkembang. Hasil penelitian Narasri et al. (2020) menunjukkan bahwa di Thailand untuk 
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dapat mengelola pangan pasca pandemic Covid-19 dilakukan dengan model pembangunan masyarakat yang 

berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memiliki keterikatan 
hubungan yang erat. Oleh karena itu, di dalam kelompok masyarakat terdapat unsur saling membutuhkan 
satu sama lain. Steiner et al.(2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memberikan kekuatan 
kepada kelompok yang tidak berdaya untuk hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, 
pemberdayaan masyarakat menjadi tindakan sosial dimana penduduk melalui komunitasnya melakukan 
organisasi untuk membuat perencanaan dan tindakan kolektif dalam memecahkan masalah serta memenuhi 

kebutuhan sosial(Ataöv et al., 2021). Hasil penelitian Hossen (2016) menunjukkan bahwa salah satu strategi 
untuk pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemetaan partisipatif agar dapat memberikan 
pemahaman kepada kelompok masyarakat tersebut tentang informasi geografis dan batas-batas politik. 
Strategi pemberdayaan masyarakat juga dapat meningkatkan ekonomi kelompok masyarakat dengan 

melakukan pengembangan pariwisata (Johnson, 2014). Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat memiliki 
konsep berpusat pada partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan keberlanjutan. Sehingga, konsep inilah yang 

memenuhi kebutuhan dasar dari strategi pemberdayaan masyarakat dan mencegah kemiskinan lebih lanjut 
(Luitel, 2017). Hasil penelitian Rolfe (2016) memberikan contoh bahwa negara Skotlandia dalam 
melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat berupaya untuk membatasi bahaya kekuatan agensi yang 
mengubah partisipasi menjadi manipulasi. Sehingga, pada setiap proses pengembangan untuk melakukan 
pemberdayaan masyarakat dibutuhkan optimalisasi berbagai sumber daya yang tersedia. Untuk itulah proses 
pengembangan memerlukan berbagai dukungan baik moril dan materil seluruh pihak yang berkepentingan 

(Palutturi et al., 2021). Dengan harapan, pemberdayaan yang dilakukan jelas dan spesifik. 

Le dan Tran-Nam (2018) menggambarkan bahwa negara berkembang melakukan pembangunan dengan 
modernisasi. Sehingga, pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut mengalami ketimpangan 
dan terjadi ketidakmerataan distribusi pembangunan kepada masyarat. Dengan kata lain, dalam melakukan 
pemberdayaan masyarakat sebaiknya tidak melakukan langkah yang diskriminatif dan menghilangkan 

kekuatan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Disamping itu, dalam melakukan pembangunan yang 
bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tidak dibenarkan bila prosesnya dilakukan melalui penghilangan 
daya sosial ekonomi dan menjauhkan mereka dari akses pada berbagai sumber ekonomi serta kehidupan. 
Faskhutdinov (2015) menambahkan bahwa tidak semua negara sesuai dengan pembangunan modernisasi. 
Sehingga, pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan dapat dijadikan sebagai mitra yang sejajar. 
Hal ini dikarenakan sebagai kelompok masyarakat, mereka memiliki kemampuan untuk mengelola potensi 

yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Rothman, Tropman dan Erlich dalam (McDonough, 2013) 
menunjukkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui model intervensi komunitas. Model pemberdayaan 
tersebut memiliki tiga pendekatan yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan dan kebijakan sosial, 

dan aksi sosial. Pengembangan masyarakat lokal dilakukan melalui komunikasi dan proses diskusi yang 
melibatkan individu dan kelompok (Bechange et al., 2021). Sedangkan perencanaan dan kebijakan sosial 
berperan untuk pengumpulan data serta keterampilan untuk melakukan analisis. Selain itu taktik tergantung 

dengan hasil analisis. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan diharapkan dapat dilakukan dengan penuh 
demokratis dan tidak ada unsur paksaan.  

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat pasca pandemi dalam 
perspektif ekonomi pertahanan. Menurut Purwandari et al. (2018) pemberdayaan masyarakat lebih baik 
dilaksanakan secara bertahap dan salin berkesinambungan. Hal ini dikarenakan proses pemberdayaan 
membutuhkan waktu agar dapat dilakukan secara logis dan sederhana. Mengingat pandemi Covid-19 yang 

berlangsung hampir diseluruh dunia, kondisi ini berdampak pada masyarakat di berbagai aspek 
kehidupan(Hall et al., 2020; Agustina et al., 2021). Selain itu, Covid-19 berdampak parah pada pengangguran 
dan berkurangnya pendapatan rumah tangga yang mengakibatkan kerawanan pangan global(Narasri et al., 
2020). Oleh sebab itu, krisis ekonomi berlangsung sejak diberlakukanya kebijakan pembatasan yang terjadi 
akibat pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi terjadinya ketidakamanan dan krisis ekonomi 

yang ditimbulkan oleh lockdown akibat pandemi Covid-19. Sehingga, kondisi tersebut telah melemahkan 

otoritas negara diseluruh dunia(Ardo et al., 2022). Hasil penelitian Vernengo dan Nabar-Bhaduri (2020) 

menunjukkan bahwa krisis ekonomi Covid-19 membuat masyarakat mengalami krisis dan ketidakberdayaan 
selama pandemi berlangsung. Untuk itulah penting bahwa negara melibatkan kebijakan perlindungan sosial 
yang efektif untuk mengurangi tantangan keamanan guna mewujudkan stabilitas sosial ekonomi pasca 
pandemi Covid-19. Menurut van der Ploeg (2020) salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk 
memberdayakan masyarakat pasca pemulihan dari pandemi diperlukan kedaulatan pangan, pertanian, pasar 

teritorial dan agroekologi. Disamping itu, komponen ekonomi pertahanan juga berkaitan dengan 
pembangunan kekuatan untuk mencegah ancaman terhadap krisis yang terjadi. Meskipun begitu, Cheung 
(2011) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ekonomi pertahanan akan bertransisi dari inovator peniru 
hibrida menjadi kekuatan inovasi yang lengkap. Sehingga, strategi pemberdayaan masyarakat dapat mengarah 
pada memperkuat inovasi. Hal ini dikarenakan pada saat pasca pandemi Covid-19 memaksa seluruh 
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pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan kekuatan inovasi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

studi Fadhilah (2020) yang menggambarkan strategi pemberdayaan masyarakat selama Covid-19 yang 
dilakukan sebagai kekuatan inovasi yang dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi. Model pemberdayaan 
yang dilakukan yaitu mengelola manajemen distribusi Islam untuk mengatasi krisis ekonomi.  

  Berkenaan dengan kekuatan inovasi, pandemi covid-19 mengakibatkan peningkatan 
kemiskinan(Dasgupta et al., 2021). Oleh sebab itu, kondisi ini menjadi pukulan tersendiri bagi berbagai negara 
di seluruh dunia karena mereka berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemic selama satu 

tahun. Sehingga, mereka dituntut untuk terus berupaya dalam melakukan berbagai inovasi sebagai langkah 
meminimalisir krisis ekonomi. Seperti yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya, strategi pemulihan 
dilakukan untuk dapat terus meningkatkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Li dan Mutchler (2020) 
menunjukkan bahwa strategi pemulihan yang dilakukan di Amerika Serikat salah satunya dengan keamanan 

ekonomi pada kelompok masyarakat usia tua dan sudah tidak produktif. Sedangkan, China melakukan 
strategi pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang memperhatikan masyarakat (Ba & Bai, 

2020). Selain itu, perekonomian mereka juga didukung oleh teknologi digital. Oleh karena itu, strategi 
pemberdayaan masyarakat menjadi alternatf di beberapa negara dalam melakukan proses pemulihan ekonomi 
pasca pandemi Covid-19(Rolfe, 2016; Narasri et al., 2020; van der Ploeg, 2020; Ataöv et al., 2021; Steiner et 
al., 2022). Menurut Chambers (1996) terdapat konsep pembangunan ekonomi yang berasaskan strategi 
pemberdayaan masyarakat yaitu people-centered, participatory, empowerment and sustainable. Sehingga, konsep 

tersebut mengarahkan strategi pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan yang tidak hanya 
memiliki fokus pada kebutuhan dasar masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan 

ekonomi lokal. Namun, Friedman (1994) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek dari pemberdayaan 
masyarakat yaitu: 1) enabling yaitu menciptakan suasana yang dapat meningkatkan poternsi masyarakat untuk 

terus berkembang); 2) empowering dengan memperkuat potensi dari masyarakat tersebut melalui langkah-

langkah strategis agar mereka berdaya; dan 3) protecting dengan melakukan perlindungan dan pembelaan 

terhadap kepentingan dari masyarakat yang lemah.  

Disisi lain, untuk memberdayakan masyarakat pemerintah Indonesia melakukan proses pemulihan 
ekonomi pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian Hanotubun (2020), Indonesia berupaya untuk 
meminimalisir krisis yang terjadi akibat pandemi. Hal ini dilakukan dengan menurunkan BI 7-Day Reverse 

Repo Rate sebesar 25bps menjadi 4%. Selain itu, suku bunga dari Lending Facility juga ikut mengalami 

penurunan sebesar 25bps menjadi 5.50%. Upaya tersebut dilakukan untuk menstimulus pertumbuhan 
ekonomi domestik ditengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global yang terjadi. Strategi dari 

penurunan BI7- Day Reverse Repo Rate juga dilakukan untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap 

terkendali. Disisi lain, Sutrisno (2020) menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca 
pemulihan krisis ekonomi akibat Covid-19 melalui Usaha Menengah Kecil Makro (UMKM) dan pariwisata. 
Sehingga, peran ekonomi pertahanan menjadi penting dalam menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat 
untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Menurut Wardhana  (2016), ekonomi pertahanan 
sebagai alat ekonomi digunakan untuk meninjau bidang pertahanan dan isu lain seperti politik anggaran 

pertahanan, pembiayaan industri pertahanan serta dampak kebijakan nasional dalam bidang industri terhadap 
sektor pertahanan, keterkaitan terhadap lowongan pekerjaan, kondisi ekonomi makro dan mikro serta 
ekonomi-politik nasional. Sehingga, dengan adanya kondisi pasca pandemic Covid-19 ekonomi pertahanan 
menjadi perspektif yang dapat ikut meninjau langsung kondisi ekonomi makro dan mikro di masyarakat. Hal 
ini ditunjukkan dengan melakukan kebijakan publik desa wisata sebagai solusi ekonomi di masa pandemi 
Covid-19 untuk mendukung ekonomi pertahanan (Rianto et al., 2021). Strategi tersebut sebagai pondasi 

ekonomi pertahanan. Namun, sampai saat ini pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Sehingga, kondisi 
tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia khususnya dalam melakukan langkah-langkah 
strategis untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Karena pandemi Covid-19 
menunjukkan tingkat keparahan yang lebih besar dalam hal aktivitas ekonomi, dibandingkan dengan yang 

dialami oleh krisis keuangan global(Li et al., 2021). Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi pertumbuhan dan 
pemerataan dalam ekonomi pertahanan yaitu paradigma kesejahteraan dan pertumbuhan serta pemerataan 
pembangunan.  

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami strategi pemberdayaan masyarakat pasca 
pandemi dalam perspektif ekonomi pertahanan di Indonesia. Mengingat, masalah yang dianalisis memiliki 

sifat sosial dan dinamis. Untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat, peneliti melakukan 
kerjasama dengan empat ahli strategi pemberdayaan masyarakat, empat perwakilan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan empat ahli ekonomi pertahanan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Focus 
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Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Pada penelitian ini, FGD dilakukan untuk melengkapi 

dan mendukung hasil wawancara. Selain itu, FGD digunakan sebagai salah satu bentuk teknik triangulasi 
metode agar dapat dipastikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang sah. Untuk menjaga kode etik 
penelitian, partisipan menggunakan nama samara. Dari 12 peserta, kami membagi ke dalam dua kelompok 
FGD dengan masing-masing kelompok berjumlah enam orang. Kedua kelompok FGD memiliki topik diskusi 
yang berbeda yaitu kelompok A: proses ratifikasi pemberdayaan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi di 
Indonesia. Lalu kelompok B: perencanaan dan pembangunan ekonomi pertahanan pasca pandemic. Kedua 

topik tersebut didasari oleh konsep aspek pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pertahanan (Friedman, 
1994; Chambers, 1996; Wardhana, 2016). Proses FGD dilakukan selama 95 menit dengan persiapan dari tim 
peneliti yang ikut menjadi moderator dan notulen. 

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh keterangan terkait dengan perencanaan dan 

pembangunan ekonomi pertahanan pasca pandemi. Teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka dan 
partisipan berjumlah lima orang. Partisipan yang diwawancarai merupakan satu ahli strategi pemberdayaan 
masyarakat, dua ahli ekonomi pertahanan dan dua perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 
merupakan peserta FGD. Durasi waktu yang dibutuhkan dalam wawancara mendalam mulai dari 65-90 
menit untuk satu orang partisipan. Pemilihan partisipan dilatarbelakangi oleh pengetahuan mereka terhadap 

pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi pertahanan. Pedoman yang disusun oleh peneliti dalam wawancara 
mendalam meliputi: 1) kegiatan pemberdayaan, 2) pemandirian masyarakat, 3) upaya pemulihan ekonomi, 4) 

pembangkitan ekonomi pertahanan pasca pandemic, 5) pertumbuhan ekonomi pertahanan dan 6) peranan 
penting militer mendorong ekonomi pertahanan. Sehingga, wawancara semi terstruktur dilakukan dengan 
diawal pertanyaan terkait kegiatan pemberdayaan yang dilakukan baik oleh LSM maupun pemerintah pasca 
pandemic Covid-19.  Hasil wawancara kemudian diselaraskan dengan hasil FGD untuk mendukung hasil 

penelitian.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang diadopsi oleh Miles dan Huberman(1994). 
Peneliti melakukan pengumpulan data melalui hasil wawancara dan FGD, Kemudian, hasil data yang sudah 
dikumpulkan direduksi dengan menggabungkannya kedalam bentuk tulisan. Selanjutnya data diolah dan 
dikategorikan sesuai dengan tema penelitian. Setelah itu, pada tahap kesimpulan, studi ini menjelaskan hasil 
temuan penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan aspek temuan.  Untuk 

mengidentifikasi perspektif ekonomi pertahanan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian 
ini menunjukkan proses ratifikasi pemberdayaan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi di Indonesia. 
Studi ini berimplikasi pada pengembangan masyarakat melalui proses dan tindakan yang dapat meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat pasca pandemi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam proses penyajian data, peneliti menerapkan kode etik penelitian dengan tidak menuliskan nama asli 

dari partisipan. Sehingga, partisipan menggunakan kode JA - JE.  Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, 
temuan penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya pandemi Covid-19 mempengaruhi kehidupan ekonomi 
masyarakat. Disamping itu, titik fokus yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu pada saat 
sosialisasi dan identifikasi masalah diantara pendamping dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dari 
hasil FGD yang dilakukan terdapat dua tema yang ditemukan yaitu pemberdayaan masyarakat dan upaya 

pemulihan ekonomi di Indonesia serta perencanaan dan pembangunan ekonomi pertahanan pasca pandemi 
Covid-19. Berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan, partisipan memberikan pendapatnya bahwa sebagai 
upaya untuk memulihkan ekonomi di Indonesia, sosialisasi untuk terus menjaga protokol kesehatan 
dilakukan. Disamping itu, pemerintah Indonesia terus mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyesuaikan 
dengan kondisi dan situasi pasca pandemi Covid-19. Sehingga, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
menjadi alternatif bagi pemerintah untuk dapat mengontrol penyebaran virus dan mengupayakan agar 

kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan. Kondisi tersebut menjadi proses panjang bagi pemerintah untuk dapat 
melakukan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Hasil wawancara terhadap partisipan JD menambahkan 
bahwa:  

“mengajak masyarakat untuk ikut menghadiri sosialisasi program kebijakan pemerintah merupakan salah 
satu langkah memotivasi mereka terlibat secara aktif terhadap program yang dilaksanakan”  (JD, Ahli 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 2021).  

Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pemberdayaan memiliki tujuan yang baik untuk 

masyarakat agar dapat hidup lebih baik dan tidak bergantung pada siapapun. Data wawancara diatas 
menunjukkan bahwa untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19, peran dari 
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masyarakat menjadi penting. Karena, dengan adanya sosialiasi aparatur negara dan pemangku kebijakan 

dapat memahami kondisi dan situasi yang perlu untuk ditingkatkan. 

“Dalam melakukan sosialisasi sebagai bentuk kegiatan pemberdayaan memang sebaiknya didampingi 
suatu tim fasilitator. Itulah yang kami lakukan pada proses pemberdayaan masyarakat. Sebagai LSM, 
kami berupaya untuk mendampingi masyarakat yang rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Masih 
banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai kebijakan pemerintah ditengah pandemi Covid-
19. Oleh sebab itu, peran dari tim fasilitator menjadi penting pada tahap awal proses pendampingan” 

(JA, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, 2021). 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pemulihan melalui pemberdayaan masyarakat dapat 
dilakukan dengan langkah sosialisasi maupun pendampingan untuk diskusi. Sosialisasi tidak dapat dilakukan 

hanya dengan satu pihak tetapi juga ada pihak lain yang ikut berkontribusi. Dengan adanya sosialisasi 
ditengah masyarakat dapat memunculkan diskusi terkait masalah yang dialami oleh mereka selama pandemi 
berlangsung. Oleh karena itu, melalui hasil FGD yang dilakukan, upaya pemulihan ekonomi dapat diawali 

dengan tahap sosialisasi. Karena proses pemberdayaan masyarakat juga memiliki faktor internal (self-organizing 

dari masyarakat) dan eksternal (tim fasilitator). Sehingga, pemerintah tidak sendiri dalam melakukan 
pemberdayaan masyarakat. Karena, LSM juga ikut serta dalam membantu memulihkan krisis pasca pandemi. 
Mereka mempersiapkan secara serius para pengurus kelompok yang terpilih dengan berbagai pengetahuan dan 
keterampilan baik dari aspek teknis, ekonomi, manajerial, sikap dan perilaku (Herdiansah, 2016). 

“Kegiatan pemandirian masyarakat kami lakukan dengan analisis keadaan yang terkait dengan potensi 
yang dimiliki dan masalah yang dihadapi bersama dengan masyarakat. Berkenaan dengan pandemi 

Covid-19, beberapa pedagang mulai mengeluhkan sepinya pembeli. Adapula yang kehilangan pekerjaan. 
Sehingga, kami berupaya untuk secara bersamaan mencari solusi dan bekerjasama dengan pejabat 
setempat (JB, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, 2021). Sebenarnya, tim fasilitator hanya 
bertugas sebagai pendamping. Tetapi, semenjak adanya pandemi Covid-19, tim kami ikut membantu 
masyarakat yang mengalami kesulitan terkait pendataan untuk bantuan yang diberikan pemerintah. 

Kami berupaya untuk mensosialisasikan dan menjelaskan langkah-langkah kebijakan pemerintah untuk 
memulihkan perekonomian ditengah pandemic Covid-19. Meskipun memang tidak mudah pada awal 
proses kegiatan, tetapi melalui pendampingan dan juga kerjasama kelompok masyarakat menjadi lebih 
mudah melakukan pemecahan masalah. Setelah itu mereka mampu untuk mandiri”. (JA, Perwakilan 
Lembaga Swadaya Masyarakat, 2021). 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak dapat dipungkiri LSM menjadi Lembaga non pemerintah 

yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap pemerintah (Ronasifah et al., 2019). 

Disamping itu, hasil temuan ini menggambarkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat bukan sesuatu hal 
yang mudah untuk diimplementasikan. Terlebih pasca pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada 
kehidupan masyarakat di Indonesia. 

“Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang signifikan terutama pada investasi dan juga krisis 
ekonomi. Beberapa peraturan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi 

alternatif pengendalian penyebaran virus Covid-19. Sehingga setiap daerah memiliki level yang berbeda 
sesuai dengan kondisi penyebaran yang terjadi. Peraturan inilah yang menjadi penting untuk terus 
disosialisakan bukan hanya melalui media sosial tetapi juga secara langsung kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, pemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan 
kondisi lingkungan. Hal ini mempengaruhi goal attainment yang menjadi sistem untuk mencapai tujuan 

utama. Disisi lain, sistem integrasi juga harus dijalankan untuk mengatur hubungan adaptasi dan goal 

attainment”. (JD, Ahli Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 2021). 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberlangsungan upaya pemulihan ekonomi melalui pemandirian 

masyarakat dapat dijalankan dengan adaptasi, tujuan, pencapaian, integrasi dan latency. Tetapi, hal tersebut 

tidak mudah dilakukan secara mandiri oleh pemerintah. Berbagai elemen masyarakat harus saling 

bekerjasama sebagai upaya pemulihan ekonomi. Sehingga, struktur ekonomi mulai beradaptasi dengan suatu 
masalah yang terjadi. Dengan kata lain, disfungsi yang muncul ditengah masyarakat dapat membuat 
kehidupan ekonomi mereka diharapkan berubah(Suliswati & Razi, 2020). Oleh karena itu, hasil studi ini 
menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat mendukung tercapaiannya sasaran kegiatan pemberdayaan 
masyarakat adalah jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil 
FGD yang dilakukan oleh partisipan menunjukkan bahwa pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menunjang strategi pemberdayaan masyarakat ditengah pasca pemulihan dengan bersikap terbuka dalam 
menerima berbagai bentuk unsur inovasi. Keterbukaan tersebut dapat dilakukan melalui LSM yang ikut dalam 
memberikan pemahaman terkait unsur inovasi.  
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“Menurut saya, upaya pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan hanya dengan pemberdayaan 

masyarakat tanpa ada metode yang tepat. Sehingga, LSM maupun pemerintah dalam 
mengimplementasikan strategi pemberdayaan masyarakat perlu mengutamakan metode yang membuka 
ruang akan adanya proses dialog. Proses dialog yang dilakukan melalui  sosialisasi juga harus 
mengundang beberapa ahli yang berkaitan di bidang kesehatan dan ekonomi. Hal ini penting dilakukan 
baik antara fasilitator dengan penerima manfaat (masyarakat) atau kelompok sasaran. Sehingga, 
pemilihan metode diskusi secara interaktif lebih diutamakan daripada hanya menetapkan metode 

ceramah” (JD, Ahli Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 2021).  

“Dalam melakukan proses sosialisasi, terutama menjelaskan terkait beberapa perubahan kebijakan 
pemerintah mengenai pengendalian penyebaran virus Covid-19, kami mengundang berbagai perwakilan 
masyarakat untuk melakukan diskusi terkait upaya pemulihan ekonomi. Seperti melakukan sosialisasi 

terkait melakukan vaksin. Sehingga, masyarakat diarahkan untuk melakukan vaksin agar bisa melakukan 
aktivitas seperti bekerja, berdagang, dan lain sebagainnya. Namun, masih ada beberapa warga yang tidak 

mau melakukan vaksin dengan berbagai alasan. Kondisi inilah yang kita luruskan kepada mereka dengan 
memberikan beberapa penjelasan”. (JB, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, 2021).  

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa metode dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 
menjadi penting salah satunya membuka ruang dialog. Disamping itu, untuk memulihkan perekonomian 
salah satu langkahnya dengan melakukan vaksinasi. Meskipun, dalam proses kegiatan tersebut tidak semua 

program dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam menghadapi masyarakat yang kurang 

berdaya juga dibutuhkan kesabaran. Seperti halnya beberapa diantara masyarakat yang tidak menginginkan 
untuk melakukan vaksin. Kondisi ini menjadi tantangan bagi LSM dan pejabat setempat untuk melakukan 
edukasi. Karena, vaksinasi menjadi strategi pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dan 
memulihkan perekonomian. Oleh karena itu, harus diupyakan agar sebagian besar tim fasilitator LSM berasal 
dari wilayah setempat atau telah dikenal oleh penerima manfaat. Tim fasilitator yang berasal dari wilayah 

setempat dapat mempermudah proses sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Hasil temuan penelitian juga 
menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi dalam program pemberdayaan masyarakat tidak cukup 
hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan memberikan 
suntikan modal sebagai stimulant. Tetapi, kita harus juga menjamin adanya kerjasama dan kemitraan yang 
dan telah maju dengan yang belum berkembang (JD, Ahli Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 2021).  

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa cukup banyak program pemberdayaan 

masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun LSM. Program tersebut adalah sosialisasi 
mengenai Covid-19, vaksinasi, dan kartu pra kerja. Namun, program tersebut secara keseluruhan belum dapat 

dikatakan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembangunan 
yang dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian menjadi paradigma yang semakin dominan di negara-
negara berkembang. Sehingga, keberhasilan yang dicapai justru menimbulkan resiko yang negatif. Seperti 
yang sudah dijelaskan oleh partisipan sebelumnya. Program kartu pra-kerja yang diberikan kepada masyarakat 

dengan menambahkan dana insentif digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Untuk itu, kondisi tersebut 
memberikan gagasan baru tentang strategi pemberdayaan masyarakat yang menjamin keberlanjutan dalam 
pembangunan. Sehingga, salah satu langkah yang harus dilakukan dalam menjaga ketahanan ekonomi untuk 
menghadapi pasca pandemic dapat dilakukan dengan menambah sumber pendapatan keluarga. Namun, 
strategi pemberdayaan tersebut tidaklah mudah. Karena, tidak semua masyarakat memiliki modal untuk 
memulai bisnis. Walaupun, dimasa pandemi perubahan kegiatan bisnis menjadi berbeda dikarenakan 

penggunaan sarana digital.  

Melalui perspektif ekonomi pertahanan, strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh 
pemerintah adalah membuat kebijakan fiskal. Dengan kata lain, negara memiliki peran dengan melakukan 
pendanaan investasi secara langsung melalui penyediaan pelayanan publik secara efisien. Sehingga, kegiatan 

tersebut mendorong perekonomian dan meningkatkan investasi jangka panjang. Dalam implementasi 
pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, dukungan dari LSM sebagai 

bentuk partisipasi dari masyarakat menjadi penting dalam strategi pemberdayaan masyarakat (Ronasifah et 
al., 2019). Perspektif ekonomi pertahanan menawarkan peningkatan partisipasi masyarakan dalam proses 
pengambilan keputusan. Sehingga, fokus pemberdayaan tersebut melindungi dan membela kepentingan 
masyarakat yang lemah(Amini et al., 2021). Berdasarkan perspektif ekonomi pertahanan, strategi 
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berpengaruh terhadap ekonomi yang positif. Dimana pendekatan 

pemberdayaan tersebut memberikan tekanan terhadap otonomi pengambilan keputusan dari kelompok 
masyarakat yang didasari oleh sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Sehingga, 
pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebagai bidang ekonomi tetapi juga politis. Adanya pendekatan 
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dialogis inilah yang membuat kebijakan yang dikeluarkan mengenai pandemi Covid-19 terus disesuaikan 

dengan kondisi yang ada di masyarakat.  

LSM maupun pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan 
masyarakat memiliki tantangan tersendiri. Karena, bagi masyarakat yang diberdayakan untuk memperoleh 
pendapatan tersebut akan sulit jika perkantoran, sekolah, kampus dan berbagai tempat publik ditutup. Oleh 
sebab itu, memenuhi kebutuhan pokok menjadi keputusan yang lebih rasional karena mereka memiliki 
sumber penghasilan lain untuk memperolehnya. Sehingga, metode komunikasi menjadi langkah penting 

dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenaka komunikasi akan berjalan efektif jika dilakukan 
melalui pendekatan dialogis. Sehingga, komunikasi harus dilakukan secara interaktif dalam suasana harmonis 
dan kekeluargaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Steiner et al. (2022) dimana pemberdayaan masyarakat 
memberikan kekuatan kepada kelompok yang tidak berdaya untuk hidup mandiri. Hal inilah yang membuat 

pendekatan dialogis menjadi penting sebagai strategi ekonomi pertahanan. Strategi ini dilakukan dengan cara 
meninjau kondisi ekonomi makro dan mikro di masyarakat. Untuk selanjutnya dikembangkan dengan aspek 

pemberdayaan masyarakat (Chamber, 1996). Dimana dalam aspek enabling, LSM berupaya menciptakan 

suasana yang dapat meningkatkan potensi masyarakat untuk terus berkembang. Salah satunya dengan 
pendekatan dialogis berkenaan dengan Covid-19 dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat selama pandemi 
Covid-19 (van der Ploeg, 2020). Disamping itu, pemerintah melakukan empowering dengan memperkuat 

potensi dari masyarakat melalui langkah strategis seperti kartu pra kerja. Sehingga, upaya yang dilakukan 
pemerintah Indonesia dalam memulihkan krisis ekonomi dengan membuat kartu pra kerja. Kartu pra kerja 
menjadi program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dengan fasilitator yang disediakan langsung 
untuk melatih mereka. Namun, tidak semua masyarakat memahami prosedur dari kartu pra kerja. Hal inilah 

yang menjadi tugas LSM dalam melakukan pendekatan dialogis(Sabiati et al., 2022). Kondisi ini 
menunjukkan bahwa pemerintah dan LSM berupaya untuk melakukan protecting dengan melakukan 

perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan dari masyarakat yang lemah. Pemerintah melakukan 
perlindungan dengan membuat kebijakan yang terus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selanjutnya LSM 
berupaya untuk ikut melindungi dan membela melalui pendekatan dialogis mulai dari sosialisasi sampai 
dengan menyediakan diskusi terbuka untuk masyarakat.  

 

Simpulan 

Hasil penelitian ini menyimpulkan strategi pemberdayaan masyarakat pasca pandemi membutuhkan 
keikutsertaan masyarakat dalam menerima dan memberikan informasi. Dalam perspektif ekonomi 
pertahanan, pemerintah juga harus dapat merencanakan pembangunan berbasis ketahanan pangan, ketahanan 

keluarga, dan pengeluaran ketahanan. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
dalam pembangunan yang akan dilakukan pasca pandemi. Oleh sebab itu, baik LSM, pemerintah dan 

masyarakat juga dapat saling memberikan masukan dalam melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat. 
Walaupun masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi mereka juga harus ikut berpartisipasi dalam 
bertanggung jawah terhadap informasi yang diterima. Meskipun program-program pemberdayaan yang telah 
dilakukan oleh pemerintah dan LSM masih belum memenuhi kebutuhan, partisipasi masyarakat juga 
dibutuhkan dalam merencanakan pembangunan pasca pandemi. Sehingga, dalam melakukan sosialisasi 
masyarakat dapat peka terhadap strategi pembangunan berkelanjutan pasca pandemi. 
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